
1 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan berhubungan 

dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Adapun syarat nikah menurut undang-undang perkawinan No 1 Tahun 

1974 tidak jauh berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam yang tidak 

banyak perbedaannya, yang mana peraturan UU No 1 Tahun 1974 

mengatur untuk semua rakyat negara Indonesia yang akan melakukan 

perkawinan. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam menjadi ajuan bagi umat 

Islam di Indonesia.  

2. Adapun dasar KUA menetapkan surat aktif sholat berjama’ah sebagai 

syarat administrasi nikah yaitu : Untuk membiasakan sholat berjama’ah 

bagi para anak-anak dan  remaja, Untuk mengantisipasi budaya barat, 

media elektronik yang mudah di akses oleh siapapun, Untuk 

mengantisipasi penyakit masyarakat yang akhir-akhir sekarang ini makin 

meningkat, Untuk menjadikan atau mewujudkan keluarga sakinah 

mawadah warahmah. 

3. Bahwa surat keteranga aktif sholat berjama’ah sebagai syarat administrasi 

nikah tersebut tidak bertentangan dengan syariat dan ini termasuk kedalam 

mashlahah mursalah yang sejalan dengan tujuan syara’ dalam menegakkan 
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hukum dan tidak ada petunjuk syara’ yang menolaknya dan akan 

berdampak positif terhadap masyarakat yang secara otomotis mengurangi 

penyakit masyarakat  dan aktifnya masyarakat dalam menghidupkan 

kembali kegiata di masjid serta menciptakan keluarga sakinah mawaddah 

warahmah bagi calon pengantin nantinya setelah menikah. 

 

B. Saran  

1. Di dalam pelaksanaan undang-undang no 1 tahun 1974 tidak jauh berbeda 

dengan hukum yang di tetapkan oleh  syara’ 

2. kepada KUA di harapkan agar dapat menegakkan peraturan dan mematuhi 

peraturan yang  telah ada dan tidak terlepas dari agama, sehingga dapat 

menciptakan masyarakat yang agamis dan diharapkan dapat 

mempertahankan peraturan yang sudah ada 

3. di sarankan kepada masyarakat Kecamatan Kampa agar menaati peraturan 

yang sudah ada, karena tujuan pemberlakuan peraturan tersebut yakni 

untuk menciptakan masyarakat yang agamis serta menciptakan rumah 

tangga yang sakinah mawaddah warahmah bagi calon penganti nantinya 

setelah menikah. 

 

 

 

 

 


